LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ANGGA PERKASA

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Angga Perkasa disusun selaras dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun

2018
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota
Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan
Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
a. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Jumlah Penyimpangan Intern
Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun
Penerima Dana

M. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

Jumlah Direksi

Jumlah Anggota Direksi sesuai dengan anggaran dasar untuk BPR Angga Perkasa ada 2
Anggota Direksi, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
dengan susunan sebagai berikut :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 Ir Anis Ichtiarti Direktur Utama 14 Juni 2015 sd 14 Juni
2020

2 Rima Yuniandari Direktur 12 Juli 2017 sd 12 Juli 2022




Riwayat Direksi :

1.

2.

Ir Anis Ichtiarti
e Pengalaman
v Tahun 1990 bekerja di PT Prima Master sebagai SPV.
v" Tahun 2007 — 2010 bekerja di PT BPR Angga Perkasa sebagai Direktur.
v' Tahun 2010 - sekarang berkerja di PT BPR Angga Perkasa sebagai Direktur
Utama.
e Sertifikat Kompetensi
v’ Sertifikasi Direktur Tanggal 21 Desember 2018
e Rangkap Jabatan
v Tidak terdapat rangkap Jabatan pada perusahaan dan lembaga lain.

Rima Yuniandari
e Sertifikat Kompetensi
v’ Sertifikasi Direktur Tanggal 02 Maret 2017
e Rangkap Jabatan
v Tidak terdapat rangkap Jabatan pada perusahaan dan lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur
dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a.
b.

Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

1) Fungsi kepatuhan

2) Fungsi Manajemen Resiko

3) Fungsi Audit Intern
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain
dengan adanya:

1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang

menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada
pegawai.
Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan
pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.



Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut

A. Ir Anis Ichtiarti

1) Pelatihan Membangun Etos Kerja dengan 7 Kebiasaan yang Efektif tahun 2018
di Club Bunga Butik Resort, Batu

2) Pelatihan Leadership tahun 2018 di Grand Whiz Hotel Trawas

3) Analisa Keuangan dan Team Building tahun 2018 di Blessing Hill Hotel, Trawas

Mojokerto

B. Rima Yuniandari

1) Pelatihan Membangun Etos Kerja dengan 7 Kebiasaan yang Efektif tahun 2018
di Club Bunga Butik Resort, Batu

2) Pelatihan Leadership tahun 2018 di Grand Whiz Hotel Trawas

3) Analisa Keuangan dan Team Building tahun 2018 di Blessing Hill Hotel, Trawas

Mojokerto

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegan g Saham untuk jangka
waktu 5 ( lima) tahun. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar
untuk BPR Angga Perkasa ada 2 Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya diangkat

menjadi Komisaris Utama. dengan susunan sebagai berikut :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 Angga Surya Wijaya Komisaris Utama 14 Juni 2015 sd 14 Juni
2020

2 Gatot Dwidjo Santoso, SH Komisaris 14 Juni 2015 sd 14 Juni

2020

Riwayat Dewan Komisaris :

1. Angga Surya Wijaya

e Pengalaman

v' Tahun 1991 — 2010 bekerja di PT BPR Angga

Utama.

Perkasa sebagai Direktur

v" Tahun 2010 - sekarang bekerja di PT BPR Angga Perkasa sebagai Komisaris

Utama.
e Sertifikat Kompetensi

v’ Sertifikasi Komisaris Tanggal 19 Desember 2016

e Rangkap Jabatan

v' Tidak terdapat rangkap jabatan pada perusahan dan lembaga lain.




2. Gatot Dwidjo Santoso, S.H
e Pengalaman
v' Tahun 1976 — 1981 bekerja di BRI Cabang Bima sebagai Deskman Tabanas
& Giro.
v" Tahun 1982 — 1990 bekerja di BRI Cabang Praya sebagai Deskman SKPP
Teller / Verifikasi.
v' Tahun 1991 — 1995 bekerja di Kantor Inspeksi BRI Surabaya sebagai Sie
Arsip & Laporan.
v" Tahun 1996 — 1999 bekerja di Kantor Inspeksi BRI Jakarta sebagai Auditor.
v" Tahun 2009 - sekarang bekerja di PT BPR Angga Perkasa sebagai Komisaris.
o Sertifikat Kompetensi
v’ Sertifikasi Komisaris tanggal 14 Desember 2015
e Rangkap Jabatan
v Tidak terdapat rangkap jabatan pada perusahan dan lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan
yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR
di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
serta memberikan nasihat kepada Direksi.

c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan
Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPR.

d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan
Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan
operasional BPR, kecuali terkait dengan:

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.

f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan; dan/atau

2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.



Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut:

A. Angga Surya Wijaya

1)

4)

Pelatihan Membangun Etos Kerja dengan 7 Kebiasaan yang Efektif tahun 2018
di Club Bunga Butik Resort, Batu

Pelatihan Leadership tahun 2018 di Grand Whiz Hotel Trawas

Workshop Pengawasan Efektif Komisaris Terhadap Pelaksanaan Kerja Direksi
BPR dan Pembuatan Laporan Pengawasan Komisaris tahun 2018 di Batu
Pelatihan Analisa Keuangan dan Team Building tahun 2018 di Blessing Hill
Hotel, Trawas Mojokerto

B. Gatot Dwidjo Santoso

1)
2)

3)

Pelatihan Membangun Etos Kerja dengan 7 Kebiasaan yang Efektif tahun 2018
di Club Bunga Butik Resort, Batu

Workshop Pengawasan Efektif Komisaris Terhadap Pelaksanaan Kerja Direksi
BPR dan Pembuatan Laporan Pengawasan Komisaris tahun 2018 di Batu
Pelatihan Analisa Keuangan dan Team Building tahun 2018 di Blessing Hill
Hotel, Trawas Mojokerto

Selama periode 2018, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada
Direksi :
Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK:
-. Program APU & PPT

-. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
Memonitoring kredit bermasalah

Penguatan SDM

1.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

BPR Angga Perkasa Perusahaan Lain

Ir Anis Ichtiarti - -

Rima Yuniandari - -

HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

® Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya,
anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

® Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya,
anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.




5. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan

Kepemilikan Saham

Komisaris BPR Angga

Perkasa

BPR Lain

Perusahaan Lain

Angga Surya Wijaya 99.63 %

Gatot Dwidjo Santoso

6. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA
DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

e Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota

Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

e Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota

Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris

Direksi

Jumlah keseluruhan gaji

Rp. 151.200.000

Rp. 254.400.000

Tunjangan

Rp. 3.000.000

Rp. 24.000.000

Tantiem

Kompensasi berbasis saham

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan
memperhatikan tugas, wewenang, tanggung
jawab dan risiko

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk
uang, antara lain perumahan, transportasi, dan
asuransi kesehatan

Komisaris Utama
mendapat fasilitas
kendaraan merk
Inova.

Direktur Utama
mendapat fasilitas
kendaraan merk
Avanza.




8. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

10.

suatu perjanjian kerja,

a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4,70 x
b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,07 x

c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,52 x

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,44 x

e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,39 x

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS
Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah : 4

Dengan hasil sebagai berikut :
1) 19 Januari 2018 pembahasan “ Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan IV 2017 “.
2) 10 April 2018 pembahasan “ Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan 1 2018 “.
3) 17 Juli 2018 pembahasan “ Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan 11 2018 “.
4) 23 Oktober 2018 pembahasan “ Notulen Rapat Dewan Komisaris Triwulan 111 2018 “.

Selama tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan intern.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
dilakukannya. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN
OLEH BPR

11. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah
Permasalahan Hukum Perdata Pidana

Sudah kalah di PTUN dan PTTUN. Bank mengajukan untuk 1 0
eksekusi melalui PN setempat. Debitur mengajukan
perlawanan melalui PN setempat. Sudah ada putusan
penolakan perlawanan
Diajukan GS dan sudah selesai. Debitur bayar sebagian 1 0
kewajiban
Diajukan GS dan sudah selesai. Debitur meminta waktu 1 0
untuk melakukan pembayaran

Total 3 0




12. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Nama pihak yang Nama dan
NO | memiliki benturan jabatan Jenis Nilai Transaksi Keterangan
kepentingan pengambil Transaksi
keputusan
1 | Tri Astutik Ir.Anis Ichtiarti | Sewa 6 Unit | Rp.20.153.059/bula | Sudah sesuai
Direktur Kendaraan | n dengan harga
Utama pasar dan
prosedur BPR
2 | Anni Santoso Ir.Anis Ichtiarti | Sewa 2 Unit | Rp.8.673.428/bulan | Sudah sesuai
Direktur Kendaraan dengan harga
Utama pasar dan
prosedur BPR
3 | Anni Santoso Tri  Wahyuni, | Sewa 1 Unit | Rp.3.260.000/bulan | Sudah sesuai
SH Kendaraan dengan harga
Pincab pasar dan
Probolinggo prosedur BPR
4 | Anni Santoso Agus Priyono Sewa 1 Unit | Rp.3.000.000/bulan | Sudah sesuai
Pincab Kendaraan dengan harga
Bojonegoro pasar dan
prosedur BPR
5 | Anni Santoso Sugeng Sewa 1 Unit | Rp.3.500.000/bulan | Sudah sesuai
Suprapto Kendaraan dengan harga
Pincab Ngawi pasar dan
prosedur BPR
6 | AnniSantoso Arya Yoga Sewa 1 Unit | Rp.3.500.000/bulan | Sudah sesuai
Pincab Tuban Kendaraan dengan harga
pasar dan
prosedur BPR
7 | Tri Astutik Meliana Sewa 1 Unit | Rp.3.571.000/bulan | Sudah sesuai
Pincab Paiton | Kendaraan dengan harga
pasar dan
prosedur BPR
8 | Angga Surya Wijaya | Ir.Anis Ichtiarti | Sewa 6 Unit | Rp.432.222.243/tah | Sudah sesuai
Direktur Gedung un dengan harga
Utama pasar dan
prosedur BPR
9 | M. Fauzy Hanik, SH Sugeng Sewa 1 Unit | Rp.38.888.888/tahu | Sudah sesuai
Suprapto Gedung n dengan harga
Pincab Ngawi pasar dan
prosedur BPR
10 | Suparman Ir.Anis Ichtiarti | Sewa 1 Unit | Rp.8.888.888/tahun | Sudah sesuai
Direktur Gedung dengan harga
Utama pasar dan
prosedur BPR




13. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK
NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

B Keterangan Jumlah Tanggal
No
1. | Leces
Sumbangan HUT SATPAM ke 37 Rp. 150.000,- 08/01/2018
Sumbangan Rp. 50.000,- 11/01/2018
Sumbangan untuk Upaya Pencegahan Rutin Rp. 100.000,- 11/04/2018
Penyakit
Sumbangan HUT Gerakan Pramuka ke 57 Rp. 150.000,- 13/08/2018
Sumbangan dan Partisipasi HUT Satpam ke 38 Rp. 200.000,- 21/11/2018
2. | Besuk
Sumbangan untuk Santunan Anak Yatim Rp. 200.000,- 30/05/2018
Sumbangan Dana Kegiatan Konferensi MWC Rp. 100.000,- 18/10/2018
3. | Semampir
Sumbangan pemilihan Ketua RW Rp. 100.000,- 09/01/2018
4. | Ngawi
luran HUT Rl ke 73 KEL KRG TENGAH Rp. 100.000,- 29/08/2018
Sumbangan HUT YON ARMED Rp. 150.000,- 09/11/2018
5. | Tuban
Sumbangan TGL 20,27,31 Juli dan 10 Agustus Rp. 400.000,- 11/08/2018
Sumbangan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW | Rp. 100.000,- 24/11/2018
6. | Paiton
Sumbangan untuk Kegiatan Agustusan DS Sumber | Rp.  150.000,- 31/07/2018
Sumbangan untuk Kegiatan Agustusan DS Sumber | Rp.  350.000,- 07/08/2018
Sumbangan pembelian Tumpeng untuk Kegiatan Rp. 200.000,- 16/08/2018
Agustusan Kec Paiton

14. HASIL PENILAIAN ( SELF ASSESMENT ) ( Terlampir )

Probolinggo , 22 April 2018

Direktur Utama

Ir Anis Ichtiarti

Komisaris Utama

Angga Surya Wijaya




Laporan Penilain Sendiri ( Self Assessment ) Sebelum MR

OTORITAS

JASA

KEUANGAN
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR BPR ANGGA PERKASA
Alamat BPR JALANRAYA LECES NO 124
Posisi Laporan Desember, 2018

Modal Inti BPR Rp18.972.617.617

Total Aset BPR Rp297.565.449.222

Bobot Faktor BPR B




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga)
orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak
sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua)
orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak
sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

Telah dipenuhi

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang
sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan kota/kabupaten
pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh Direksi tinggal di Probolinggo

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada
Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga
lain (partai politik atau organisasi
kemasyarakatan).

Tidak ada perangkapan

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tidak ada hubungan keluarga

5)

Direksi tidak menggunakan penasihat
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
sebagai konsultan kecuali memenuhi
persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat
khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari
oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup
pekerjaan, tanggung jawab, produk yang
dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat
khusus dimaksud.

Telah sesuai dengan ketentuan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS termasuk perpanjangan masa
jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS
sebelum berakhir masa jabatannya.

Telah dilakukan sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): 6 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0,50

Tata Kelola (S): 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya  secara independen dan tidak
memberikan  kuasa ~umum yang dapat
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
tanpa batas.

Telah dilakukan sesuai ketentuan

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang
ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern,
dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi menindaklanjuti

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

Ya

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang
bersifat strategis dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan
pendapat.

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak mengambil
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Diraksi tidak melakukan hal tersebut

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara
lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai
BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.

Hal tersebut dilaksanakan

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip
kehati-hatian.

Ya, hal tersebut diterapkan

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman
dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling
sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja,
dan peraturan rapat.

Ya, dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 20
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 05
pertanyaan (S): 8 ’

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1,00

Tata Kelola (S): 40%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS.

Ya

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh
pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di
bidang kepegawaian.

Ya

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik,
termasuk pengungkapan secara jelas dissenting
opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta
dibagikan kepada seluruh Direksi.

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian,
dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh
pegawai dalam  pengelolaan BPR yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan
kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

Secara umum ada

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi
BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau
majalah  ekonomi dan keuangan sesuai
ketentuan.

Ya dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 10%

0,24

Penjumlahan S + P+ H

1,74

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1

0,39




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit
3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp5S0 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit
2 (dua) orang.

Sudah memenuhi

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak
melampaui jumlah anggota Direksi sesuai
ketentuan.

Sudah sesuai

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang
masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS
yang menetapkan perpanjangan masa jabatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

Sudah sesuai

4)

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan provinsi lokasi
Kantor Pusat BPR.

Sudah sesuai

5)

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit
satu anggota Dewan Komisaris merupakan
Komisaris Independen.

0)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata
tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja,
waktu kerja, dan rapat.

Sudah ada

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari
2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai
Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum.

Tidak ada perangkapan

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak
memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Tidak ada hubungan keluarga

9)

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham  dan/atau  hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,
Direksi dan/atau pemegang saham pengendali
atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

Tidak ada hubungan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 50%




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan Sudah dilakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab serta memberikan nasihat
kepada Direksi, antara lain pemberian v
rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan
pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.

11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Sudah dilakukan
Komisaris =~ mengarahkan, memantau  dan
. . . \4
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
BPR.
12) |Dewan  Komisaris tidak  terlibat dalam Sebagian sudah sesuai

pengambilan keputusan kegiatan operasional
BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada
pihak terkait sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai batas maksimum v
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Sudah dilaksanakan
menindaklanjuti temuan audit intern, audit
ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas| v
lainnya antara lain dengan meminta Direksi
untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu yang Sudah dilaksanakan
cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan
Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu)| v
kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris.

15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris Ya
yang  bersifat strategis telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah v
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku
dengan mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.

16) [Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Sudah dilakukan
BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, serta tidak v
mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

17) |Anggota Dewan Komisaris melakukan Sudah dilakukan
pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab anggota Direksi yang v
membawahkan fungsi kepatuhan yang
memerlukan tindak lanjut Direksi.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala| 2 8 6 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 16
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanyaan (S): 8 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0,80

Tata Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) [Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Sudah dilaksanakan
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
dan jelas, termasuk dissenting opinions yang
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta M
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala o 2 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanyaan (S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0,20

Tata Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P+ H 1,56

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot

Faktor 2 0,26




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
3 [Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |[BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|exbd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.00
Tata Kelola (S): 50% ’

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.

3) |Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite
yang dibentuk menjalankan tugasnya secara
efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman
dan tata tertib kerja.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4]|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 o o o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.00
Tata Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) |[Komite memberikan rekomendasi terkait
penerapan audit intern dan fungsi manajemen
risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak
lanjut kepada Direksi BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala o o o o o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.00
Tata Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 0,00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot 0,00

Faktor 3




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) [BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Belum ada
penyelesaian mengenai benturan kepentingan
yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR v
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 o 0 5
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 5.00
pertanyaan (S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 2,50
Tata Kelola (S): 50% ’
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Ya
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, v
atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 3 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3.00
pertanyaan (S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1.20
Tata Kelola (S): 40% ’
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan Belum ada
BPR atau mengurangi keuntungan BPR v
diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah
terdokumentasi dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 o 4 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 4
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.40
Tata Kelola (S): 10% i
Penjumlahan S + P+ H 4,10
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 046

Faktor 4




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah
memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan
lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

Ya

7)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan
terkini.

8)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan
BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
termasuk melakukan tindakan pencegahan
apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan
Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan  peraturan
perundang-undangan.

Ya

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif]
yang menangani fungsi kepatuhan memastikan
bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan
BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif]
yang menangani fungsi kepatuhan melakukan
reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian
dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR
agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Telah dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 40%

0,96

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan  fungsi  kepatuhan  adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada
Dewan Komisaris.

Ya

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus
kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat
kebijakan atau keputusan Direksi yang
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-
undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Belum pernah ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

2,33
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.93
Tata Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,09
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot 0.23

Faktor 5




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR  memiliki Pejabat  Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi
audit intern.

Sudah ada

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja
serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan
tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan telah disetujui oleh
Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Akan dilakukan

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
independen terhadap satuan kerja operasional
(satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan
penyaluran dana).

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama.

Ya

S)

BPR  memiliki program rekrutmen dan
pengembangan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi audit intern.

belum ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 50%

1,20

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai
dengan ketentuan pedoman audit intern yang
telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan
unsur  kegiatan  yang secara  langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

Akan dilakukan

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk
melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap
standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan
kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen
yang mencakup persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan
hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia secara
berkala dan berkelanjutan terkait dengan
penerapan fungsi audit intern.

Sudah dilakukan pelatihan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3
pertanyaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1,20

Tata Kelola (S): 40%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit
intern kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris dengan tembusan kepada anggota
Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Sudah dilakukan

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan
dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan
khusus (apabila ada penyimpangan) kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilakukan

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif  yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi
audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.95
pertanyaan (S): 4 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.13
Tata Kelola (S): 10% |
Penjumlahan S + P+ H 2,53
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot 0,28

Faktor 6




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Ya
Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-
aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup v
audit, standar profesional akuntan publik, dan
komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan
dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 o o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.50
Tata Kelola (S): 50% i

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Ya
BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta| v
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan
usulan Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Ya
Management Letter kepada Otoritas Jasa| V
Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 9 0 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.40
Tata Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah Ya
menggambarkan  permasalahan BPR dan v
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP yang ditunjuk.

5) [Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan Ya
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam \4
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 9
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.20
Tata Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 1,10
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0,03

Faktor 7




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 [Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dilakukan
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko
dan satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat
Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Sudah dilaksanakan
prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit
Risiko.

3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara Sudah dilaksanakan
tertulis mengenai pengelolaan risiko yang
melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai
ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 o 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanyaan (S): 3 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0,00

Tata Kelola (S): 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB | KB | TB Keterangan

2 3 4 5

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

Sudah dilaksanakan

5)

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi
atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko,
dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sudah dilaksanakan

0)

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

Sudah dilaksanakan

7)

BPR menerapkan sistem pengendalian intern
yang menyeluruh.

Sudah dilaksanakan

8)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Sudah dilaksanakan

9)

BPR memiliki sistem informasi yang memadai
yaitu sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.

Sudah dilaksanakan

10)

Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen  risiko pada seluruh jenjang
organisasi dan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia antara lain melalui pelatihan
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Belum keseluruhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 7

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil
risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Belum Waktunya

12)

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas
baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Belum ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2[cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot
Faktor 8

0,00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 [Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) [BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan Sebagian sudah dibuat
prosedur tertulis yang memadai terkait dengan
BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak
terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, v
berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
sebagai bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 3 o o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
3,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1.50
Tata Kelola (S): 50% ’
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |BPR secara  berkala  mengevaluasi dan Sudah dilakukan
mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur v
BMPK agar disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan.
3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak -
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip
kehati-hatian maupun peraturan perundang-
undangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 6 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1.20
Tata Kelola (S): 40% ’
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada Tidak ada pelanggaran
pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang
melanggar dan/atau melampaui BMPK telah v
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK Tidak ada pelanggaran
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 9 0 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

1,00
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.10
Tata Kelola (S): 10% i
Penjumlahan S + P+ H 2,80
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0.93

Faktor 9




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
10 |Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) [Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi -
dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai| Vv
dengan visi dan misi BPR.
2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana -
strategis jangka panjang dan rencana bisnis
tahunan  termasuk rencana penyelesaian v
permasalahan BPR yang signifikan dengan
cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
3) |Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh -
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai v
antara lain sumber daya manusia, teknologi
informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan
prosedur.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 9 3 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 9
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1.00
Tata Kelola (S): 50% i
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan -
mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; v
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.
5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan v -
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 o o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 9
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.80
Tata Kelola (S): 40% ’
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6) |Rencana bisnis termasuk perubahan rencana -
bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa v
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4]|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala o 5 0 o o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 9
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.20
Tata Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot 0,17

Faktor 10




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

11

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.

Telah tersedia

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

3,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 50%

1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi
setiap triwulanan dengan materi paling sedikit
memuat laporan keuangan, informasi lainnya,
susunan pengurus dan komposisi pemegang
saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

3)

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas
laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada),
seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Telah disusun

4)

BPR melaksanakan transparansi informasi
mengenai produk, layanan dan/atau
penggunaan data nasabah BPR dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

5)

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan
tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

0)

Laporan tahunan dan laporan keuangan
publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1
(satu) anggota Direksi dengan mencantumkan
nama secara jelas serta disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

7)

Laporan penanganan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan, dan laporan
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan
penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai
ketentuan secara tepat waktu.

Telah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

1,50
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.15
Tata Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,45
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0.20

Faktor 11




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor | 0,39 | 0,26 -1 0,46 0,23 0,28]| 0,03 -1 0,23| 0,17 0,20 2,25
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan

FAKTOR 1 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelemahan : Rapat Direksi masih belum sesuai dengan kriteria yang ada.
C. Hasil :

Ada yang sudah memenuhi dan ada yang masih harus diperbaiki.

FAKTOR 2 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan.
C. Hasil :

Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.

FAKTOR 4 :
A. Struktur :
Kelemahan : masih belum memiliki kebijakan yang dimaksud.

B. Proses :

Kelebihan : Dalam hal benturan kepentingan, Komisaris,Direksi,dan PE tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR.

C. Hasil :
Belum Terdokumentasi dengan baik

FAKTOR 5 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenuhi.

B. Proses :

Kelebihan : Pelaksanaan tugas Direksi Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagian besar sudah dilakukan.

C. Hasil :

Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan.

FAKTOR 6 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenuhi.
B. Proses :
Kelemahan : Pelaksanaan fungsi audit intern masih perlu peningkatan mutu ketrampilan SDM
C. Hasil :

Pelaksanaan sudah sesuai peraturan.

FAKTOR 7 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : sudah mengirimkan hasil audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil :

Sudah sesuai dengan Ketentuan Otoritas jasa keuangan

FAKTOR 8 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : Pedoman penerapan Manajemen Resiko sudah dibuat.
C. Hasil :

Telah menunjuk PE Manajemen Resiko namun belum waktunya menyusun laporan Profile Resiko




FAKTOR 9 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : sudah sesuai ketentuan BMPK.
C. Hasil :
Sudah dilaksanakan ( Laporan Bulanan )

FAKTOR 10 :
A. Struktur :
Kelebihan : Rncana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksidan disetujui oleh dewan Komisaris
B. Proses :
Kelebihan : sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
C. Hasil :
Sudah disampaikan pada OJK.

FAKTOR 11 :
A. Struktur :
Kelebihan : sudah ada sistem Pelaporan Keuangan.
B. Proses :
Kelebihan : sudah melakukan penyusunan laporan keuangan
C. Hasil :
Sudah disampaikan pada OJK.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Jumlah Pert Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
umial 'ertanyaan ilai ilai i
Faktor Tata v Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot Jumlah Nilai SPO ( Nilai akhir
Kelola per Faktor Faktor
P | H |1 |2]3]a]s s0% |1 |2|3|a]|s 4a0% | 1| 2|3 |4]s 10%
8 [ 5] 6 [o0]o[o]o 0o [ 133 [1lo] s o 12110 5 0 0 2%
Nilai Awal 6 o oo o 6 0 | 1]6[9ao] 2 0 [ 1] a[3]alo] n 0 0 0
Rata-rata 1,00 |INOKSON 250 | 1,00 240 | 02 174 0,39
|2 el s [ 1 | s [ 100 o 9 o [2]al2 0o 8 0 o[ 1lofofo 1 0 0 16,67%
Nilai Awal 8 | 2 oo 0] 10 0 |28 6|00 16 0o o]l 2]o0]olo 2 0 0 0
Rata-rata 1,11 |06 2,00 | 080 2,00 | 020 1,56 0,26
[k 3 |t | o [0 [0 o] o 0o [olo|ofo]o 0 0ol ololo]o 0 0 0,00%
Nilai Awal 0o foflolo[o] o 0 Jo[olololo| o 0o [o]lofofoo 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 | ING00N| 000 | 000 0,00 | 000 0,00 0,00
| Fekora e : [ 1 [ o [ oo o] 1 0o [oflo|1]olo 1 0 ololol[1]o 1 0 0 11,11%
Nilai Awal 0o [o[olos 5 0 [olo[s ool 3 0o [olololalo 4 0 0 0
Rata-rata 5,00 [IN2IS00| 3,00 1,20 4,00 0,40 2,10 0,46
ks el 5 | 3 | 2 | 2 [ 1] 0] o 5 0o [o[3 |2 0o 5 0 o[ 2100 3 0 0 1,11%
Nilai Awal 2 [a[3|o o] o 0 |o[6[6]o0o0o] 1 0 [o[a[3]o]o 0 0 0
Rata-rata 1,80 |IIOGON 240 | 09 233 | 023 2,09 0,23
| Fekore el s [ 4 | 3 [ o o 1] 1 5 0o [of[1]2]1]o0 4 0 3 1]o0ofo]o 4 0 0 11,11%
Nilai Awal 3 [ofolals | n 0 o2 6 a0 1 0o [s| 2000 5 0 0 0
Rata-rata 2,40 |20 3,00 1,20 1,25 0,13 2,53 0,28
[ korZ N 2 [ 2 | 1 [0 |00 o 0o |2[ofololo| 2 0o o[ 2]o0]o]o 0 0 2,78%
Nilai Awal 1 [ololo]o 1 0 |2[ofololo| 2 0 o[ afo]olo 4 0 0 0
Rata-rata 1,00 |IOBON 1,00 | 040 2,00 | 020 1,10 0,03
[ Fekora el 7 | 2 | 1 [ o oo o 0 1]olofolo 0 1 ofololo 0 0 0%
Nilai Awal 0o [o[olo[ o] o 0 [olofololol o 0o [ololofolo 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 _[IN000N| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[k 2 [ 2 [ o [o |10 o0 o [olo|2]o0]o 2 0 2 o0 lolo]o 0 0 8,33%
Nilai Awal 0o [o[3]o]o 3 0 [o[o|6 ool s o [2]o0ofofoo 2 0 0 0
Rata-rata 3,00 |INDs0N| 300 | 1,20 1,00 | 00 2,80 0,23
[ Fakoro el 2 [ 1 | 1 [ 1] 10 o0 0o [ol2]o0folo 0 o1 lofofo 1 0 0 8,33%
Nilai Awal 1| 2]3[o0]o0 6 0 [o[alololo] a 0o [o]l2]o0folo 2 0 0 0
Rata-rata 2,00 | IND00N 2,00 | 080 2,00 | 020 2,00 017
| Fakeran e 4+ [ 2 | o [ o[ 1[0 o0 0o [o[a]lofo]o 0 11 [o0o]o]o 2 0 0 8,33%
Nilai Awal 0o [o[3]o]o 3 0 [o[8|ofool| s o [1 2000 3 0 0 0
Rata-rata 3,00 2,00 0,80 1,50 0,15 2,45 0,20
Nilai 2,25
Predikat Baik




Laporan penilaian sendiri ( Self Assessment ) setelah MR

¥
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR BPR ANGGA PERKASA
Alamat BPR " " JALAN RAYA LECES NO 124
Posisi Laporan Desember, 2018

Modal Inti BPR Rpl18.972.617.617

Total Aset BPR " Rp297.565.449.222

Bobot BPR B




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Telah dipenuhi

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi
Kantor Pusat BPR.

Seluruh Direksi tinggal di Probolinggo

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Tidak ada perangkapan

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris.

Tidak ada hubungan keluarga

S)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik
proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah
didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup
pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan,
dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah
pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk
proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Telah sesuai dengan ketentuan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.

Telah dilakukan sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

0,50




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas.

Telah dilakukan sesuai ketentuan

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

Direksi menindaklanjuti

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis  dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat|
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

Diraksi tidak melakukan hal tersebut

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan  peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
kualitas individu.

Hal tersebut dilaksanakan

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman

atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Ya, hal tersebut diterapkan

14

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
peraturan rapat.

Ya, dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

20

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8

2,5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%

1,00




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Ya

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian.

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Secara umum ada

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Ya dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,24

Penjumlahan S + P+ H

1,74

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1

0,35




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB | KB ([ TB

2 3 4 5

PETARSANAAN TUEAS Uan Tanggung Jawab DEWAT

et
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M :
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.

Sudah memenuhi

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Sudah sesuai

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota

Kemampuan dan Kepatutan dan

jabatan anggota Dewan Komisaris,

Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya

masa jabatan.

Sudah sesuai

4)

Paling sedikit 1
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

(satu) anggota Dewan Komisaris

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Sudah sesuai

S)

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan  Komisaris adalah  Komisaris
Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan

Komisaris merupakan Komisaris Independen.

6)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.

Sudah ada

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Tidak ada perangkapan

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris atau Direksi.

Tidak ada hubungan keluarga

9)

tidak

kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan

Seluruh Komisaris Independen ada yang

memiliki hubungan keuangan,

dengan anggota Dewan Komisaris lain,
lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

Tidak ada hubungan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2|[cx3|dx4|ex5

Hasil
Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 9

1,11

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,56

Keterangan




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

1z

PEIAKSaNnaan Iugas aan Tanggung Jawap pewan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip|
kehati-hatian.

Sudah dilakukan

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Sudah dilakukan

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Sebagian sudah sesuai

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.

Sudah dilaksanakan

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sudah dilaksanakan

15)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Ya

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Sudah dilakukan

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Sudah dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

16

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 8

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S + P+ H

1,56

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Faktor 2

0,23




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
3 REICNZKAapal aal PelaKksanaaln 1ugas atau Fungsr

h 7 d ita i DDD ililes Aal indid 1 Aileis

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite -
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan -
fungsi audit intern.

3) |Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi -
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang -
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) |Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan -
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P+ H 0,00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot 0,00

Faktor 3




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Belum ada
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk v
administrasi, dokumentasi dan  pengungkapan
benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 0 0 5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 5.00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 2,50
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Ya
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau v
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 s 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1,20
Kelola (S): 40%
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) |[Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Belum ada
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi v
dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 ° 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.40
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 4,10
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P+ H 4,10
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 041

Faktor 4




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

a4

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

Dilaksanakan sesuai ketentuan

2)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perbankan.

Paham

3)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

Sudah dilaksanakan

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang|
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

Ya

S)

BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB | KB ([ TB

Keterangan

2 3 4 5

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota  Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan  perundang-undangan lain  termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

dan otoritas lainnya.

Ya

7)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui
sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Ya

8)

Anggota  Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan
tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Ya

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang|
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau  merekomendasikan pengkinian  dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

Telah dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2|[cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 5

2,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,96

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan  adalah Direktur Utama, laporan
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Ya

13)

Anggota  Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Belum pernah ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2|[cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

2,33

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,23

Penjumlahan S + P+ H

2,09

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot

Faktor 5

0,21




Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Sudah ada

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan

Komisaris.

Akan dilakukan

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja

terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

Ya

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.

Ya

S)

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi

audit intern.

belum ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,20

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi
kepentingan BPR dan masyarakat.

Akan dilakukan

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta

perbaikan yang mungkin dilakukan.

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

Sudah dilakukan pelatihan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

3,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%

1,20




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada anggota Direksi yang|
membawahkan fungsi Kepatuhan.

Sudah dilakukan

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilakukan

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilakukan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

1,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,13

Penjumlahan S + P+ H

2,53

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6

0,25




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Ya
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar| v
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara
Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan ! 0 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,50
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR| Ya
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh| v
persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan
Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Ya
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 2 0 © 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,00
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,40
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan  Management  Letter  telah Ya
menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang M
ditunjuk.

5) |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan Ya
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 4 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2,00
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,20
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P+ H 1,10
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0,03

Faktor 7




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 :’\cllc[ul:al‘l'lvl u'l.lu‘-Jclllcll KISTKO TETIIAaSUK SISTEIIT

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dilakukan
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR  dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Sudah dilaksanakan
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis Sudah dilaksanakan
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

0 0 0 0 0

Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00

Kelola (S): 50%




Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Pengendalian Intern

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.

Sudah dilaksanakan

S)

Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sudah dilaksanakan

6)

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

Sudah dilaksanakan

7)

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.

Sudah dilaksanakan

8)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Sudah dilaksanakan

9)

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.

Sudah dilaksanakan

10

Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen

risiko.

Belum keseluruhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 7

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Belum Waktunya

12)

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Belum ada

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot
Faktor 8

0,00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Sebagian sudah dibuat
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan M
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3,00
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1,50
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Sudah dilakukan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar v
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak -
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 © 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3,00
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.20
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Tidak ada pelanggaran
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar M
dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK] Tidak ada pelanggaran
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 2 0 ° 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,00
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,10
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P+ H 2,80
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0,21

Faktor 9




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

3)

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,

jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

S)

Dewan Komisaris melaksanakan  pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S + P+ H

2,00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot

Faktor 10

0,15




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB

KB

TB

Keterangan

2 3

a4

11

Transparansi KONnuIsI Keuangal aal Nnoll keuanganm, serwa
4 N

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.

Telah tersedia

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

3,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

3)

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Telah disusun

4)

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

S)

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Telah dilaksanakan

7)

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Telah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2|[cx3

dx 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

1,50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,15

Penjumlahan S + P+ H

2,45

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot
Faktor 11

0,18




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor | 0,35| 0,23 -1 041 0,21 0,25| 0,03 -1 0,21| 0,15| 0,18 2,02
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang
mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

FAKTOR 1 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelemahan : Rapat Direksi masih belum sesuai dengan kriteria yang ada.
C. Hasil :

Ada yang sudah memenuhi dan ada yang masih harus diperbaiki.

FAKTOR 2 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan.
C. Hasil :

Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.

FAKTOR 4 :
A. Struktur :
Kelemahan : masih belum memiliki kebijakan yang dimaksud.
B. Proses :
Kelebihan : Dalam hal benturan kepentingan, Komisaris,Direksi,dan PE tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR.
C. Hasil :
Belum Terdokumentasi dengan baik

FAKTOR 5 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : Pelaksanaan tugas Direksi Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagian besar sudah dilakukan.
C. Hasil :

Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan.

FAKTOR 6 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenubhi.
B. Proses :
Kelemahan : Pelaksanaan fungsi audit intern masih perlu peningkatan mutu ketrampilan SDM
C. Hasil :

Pelaksanaan sudah sesuai peraturan.

FAKTOR 7 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : sudah mengirimkan hasil audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil :

Sudah sesuai dengan Ketentuan Otoritas jasa keuangan

FAKTOR 8 :
A. Struktur :
Kelebihan : Struktur sudah terpenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : Pedoman penerapan Manajemen Resiko sudah dibuat.
C. Hasil :

Telah menunjuk PE Manajemen Resiko namun belum waktunya menyusun laporan Profile Resiko




FAKTOR 9 :
A. Struktur :
Kelebihan : Pada struktur sudah memenuhi.
B. Proses :
Kelebihan : sudah sesuai ketentuan BMPK.
C. Hasil :
Sudah dilaksanakan ( Laporan Bulanan )

FAKTOR 10 :
A. Struktur :
Kelebihan : Rncana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksidan disetujui oleh dewan Komisaris
B. Proses :
Kelebihan : sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
C. Hasil :
Sudah disampaikan pada OJK.

FAKTOR 11 :
A. Struktur :
Kelebihan : sudah ada sistem Pelaporan Keuangan.
B. Proses :
Kelebihan : sudah melakukan penyusunan laporan keuangan
C. Hasil :
Sudah disampaikan pada OJK.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Jumlah Pert Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
umia ertanyaan ilai ilai il
Faktor Tata v i Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot | ‘umiah Nilai SPO | Nilai akhir
Kelola per Faktor Faktor
Pl H|1]|2[3|a]s s0% | 1| 2[3]|a]s 0% | 1| 2| 3| a]|s 10%
8 [ 5] 6 0]ofo]o 0o [1[3[3[1]o] 8 0o [ 12110 5 0 0 20%
Nilai Awal 6 [ololof o] & 0 [ 1]6]9]afo] 2 0 |1 a3 ]alo] n 0 0 0
Rata-rata 1,00 [0S0 25 | 1,00 240 | 024 1,74 0,35
[ Fakior2 S s [t | 8 | 1| oo o 9 0o [2]al2]o0]o0 8 ol 1]lofolo 0 0 15,00%
Nilai Awal 8 [ 2 oo o] 1 o |28 6|00 16 0o o]l 2]0]o o 2 0 0 0
Rata-rata 1,11 |[OS6N 2,00 | 080 2,00 | 020 1,56 0,23
ksl 3 [t [ o [o[ofo]o 0o [olololo]o 0 0ol ololo]o 0 0 0,00%
Nilai Awal o [o]ofo[o]| o o [of[ofoJofo| o 0 [olofofo]o 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 _|INGGON| 0,00 | 000 000 | 000 0,00 0,00
[ Fakiora N : [t | o | o [o|o] 1 o [ofol1]olo 0 ololol1]o0 0 0 10,00%
Nilai Awal o [olofo[s 0o [o[o[3 ool 3 0o [ololola]lo 4 0 0 0
Rata-rata 5,00 [I2S0N| 3,00 1,20 2,00 0,40 2,10 0,41
ks el 5 [ 3 | 2 | 2 [ t[o]o 5 o o3 [2]0]o 5 0 o 2] 1]o0o]o 3 0 0 10,00%
Nilai Awal 2 [a]3]o|o]| 9 0o [o[6]6|o]o] 1 0 [o|al3]o]o 7 0 0 0
Rata-rata 1,80 |INOS0N 240 | 0% 233 | 023 2,09 0,21
[ Fakiore S 4 | 4 | 3 | o [ o[ 1] 1 5 0o [o[1[2]1]0 4 0 31 ]0]o]o 4 0 0 10,00%
Nilai Awal 3 [ololals | n 0o [o[2]6 a0 1 0o [ 3|2 0o o 5 0 0 0
Rata-rata 2,20 |IN0RON 300 | 1,20 125 | 013 2,53 0,25
kol 2 [ 2 | 1 [0 oo o o [2]ololo]o 2 0 0o 20 oo 0 0 2,50%
Nilai Awal Tt ololo]o 0o [2]ofofofo| 2 0 [o|alofolo 4 0 0 0
Rata-rata 1,00 |INOSON 100 | 040 2,00 | 020 1,10 0,03
[ Fakeora B 7 | 2 | o | 0o [ o|o0] o 0o [olololo]lo 0 0o lololo]o 0 0 10%
Nilai Awal o [olofolo]| o 0o [o[ololofo]| o 0o [ololofoo 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 000N 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00
kel 2 [ 2 | o [ o |10 o 0o [olol2 0o 0 2 oo oo 0 0 7,50%
Nilai Awal o [o[3|oo 0o [o[ol6 ool & 0 [ 2]ofofoo 2 0 0 0
Rata-rata 3,00 | INEGON| 3,00 1,20 1,00 0,10 2,80 0,21
koo S 2 [t | 1 | 1| 1[o0] o 0o [ol2lo0]o]o 0 0o 1]o0o]o]o 0 0 7,50%
Nilai Awal 1t |23 ofo] 6 o [o[4alolofo] 4 o o]l 2]o0fo o 2 0 0 0
Rata-rata 2,00 |INRo0ON| 2,00 | 080 2,00 | 020 2,00 0,15
kel 4+ [ 2 | o [ o |10 o 0o [o[alofo]o 0o [t 1[ofo]o 0 0 7,50%
Nilai Awal o o300 o [o[s|olofo] s 0 12000 3 0 0 0
Rata-rata 3,00 H 2,00 0,80 1,50 0,15 2,45 0,18
Nilai 2,02
Predikat Baik




